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TENTANG

PENETAPAN KADER PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA

LURAH PURWOSARI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi serta demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan
sejahtera, maka diupayakan mewujudkan melalui Lembaga

Pemerintah maupun masyarakat;

b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas,
maka dipandang perlu untuk ditunjuk Kader Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Iringmulyo dan
ditetapkan dengan Keputusan Lurah Purwosari

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Distabilit
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3.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
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Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati || Lampung Timur dan
Kotamadya Dati Il Metro;

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang Pengesahan ILO
Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and immediate
to Emination of the worst Form Of Child Labour;

8.  Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun
2002;

9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

10. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak;

12, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha
Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah;

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang U va
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang C?cat:aha o i










